WALIKOTAMADY A KEPALA DAERAH TINGKAT Il DENPASAR ;
KKE I’IJTUS AN WALIKOTAMADYA KEPALA D AERAH TINGKAT II DE NPASAR

NOMOR 521 TAHUN 1998,
TENTANG

- BANGUNAN MENARA/TOWERR, ANTENA ©
DI KOTAMADYA DALRAH TINGKAT I DENPASAR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I DENPASAR ]
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. Peraturan Dacrah 1 ropinsi Dacrah Tingkat 1}

5. reraturan pracran \u.u‘..-,..‘ o L/Swidil LU AL

babwa dengan pesalnya perkembangan pembangunan di Kolamadya
Daerah - Tingkat T Denpasar  termasuzk  perkembangan  teknologi
telekomimikasi  tidak  menutup  kemungkinan  berkembang  pula
pembangunan Menara/Tower,.. Antena Telekomunikasi, TV. dan Radio
schingpa  memerlukan adanya pengendalian ataupun pengaturan demi
lerpeliharanya kearnanan serti kenyamanafi dalam lingkungannva,

. bahwa schubunean dengan hal teischbut pada huruf a dialas maka

dipandang  periu nmn;tapkan suatu  ketentuan  dan  persyaratan
pembangraan Tower/Denara di Kelamadya Daeroh Tingkat IT Denpasar
dengan ieputusan Walikoramadya Fepala ')1{:1:\?1 Tingkat I Denpasac
mendabului Peraturae Daeral,

ndamg - undang, Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Femedntahan d¢i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 3037);

. Undang - undang Momor 3 Tahun 1989 !cntsmfg Telekomunikasi

(Lermbaran Negara ™ Republik Indodega Tahun 1989 Nomer 11
‘Tambahan Lembaran Negara Re])ubb.k lﬁdoncsm Nomor 3391);

. Undang - unmdang-.Nemor 1 Tahun 1992 fentang Pembentukan

Kotamadya Duaerah Tingkat T Denpasar (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahnun 1992 Nomeor 9; “Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465); :

. Peraturan Pemerintah Womor 24 ‘Tahuo 1991 tentang Peyelenggaraan

Telekomunikasi (Lembarsan Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 32; Tambahan Tembaran Negara Republil Indonesia Nomor

3439); i

. Keputusan Menteri Perhubungan Svomac KM 214/AU 403/PHB- 87

i\.nTu'T" Patas-Batas Kee sclamatan \.Jl']C'l'Ar" I’CnCi Jangan i Sckitar Pands 11'8

Ngurah Rai - Bali ¢
Keputusan Mentari Pertmbungan Nemor ,\"1“" Tahun 1993 tentang

Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar bancar Udara Ngurah Rai -
I;Ah,
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MEAMUTUSKAN :

Menetapkan @ KEPUTUSAN '\'\-",i.?,ﬁi{f}‘j_‘.f%.?vf,deYé\ KEPALA DACLRAH TINGKAT
I DENPASAR TENTANG BANGUNAN TOWERMENARA,

g

ANTENA DI RGTAMADY A DAERAH TINGKAT T DENPASAR

Pagal 1

Tinggl bangunan menara 7 lower, antena yeng dijfinkan maksimum 100 meter diukur dari
titik referensi yaitn uk 0,00 meter vang kedrggianaya + 3,64 meter diatas pennukaan air
laur, * 5 » &
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(1) Pembangunan Towerddenarn, Antena yang tingeinya melebihi dari 15,00 M dengan
SUnggl maksimum 100. M di Kolamadva Daereiv Tingkal T Denpasar harus lerlebib
dahulu mendapat persetujuan prinsinp metnbangun dari Walikotamadya Kepala Daerah

Tingka: T Denpasar. &
q ’ L 1 1 ' . . . . .. P Er] ] T T - : ) " .
2) Uatuh mendapatkan persetujuem peinsip don wWaiiketamadyva Kepals Dacrah Tingkat I
1 ; L t " =]
™ ..

Denpasar dimaksud ayal 1 pasal i, pemohomspengusaha  harus  mengajukan
permohonan kepada. Walikkotamndya Kepala- Daerah Tingkat T Denpasar dengan
melampirkan syarat - svaratsebagni berkut : o
a4 Akte pendivian perusahaan ; ' A e e & & x
b¥ Tanda bukti-perguasaan atas wanah | -
¢! Gambar rencana vang terdid darn : sket situagi, gambar site plan dan gambar

. konstruksi: . ) '
d." Surat pernyataan peayanding ;

e, Nomor pakok wajih paujak

- f.% Rekomendasi dari Parpostel ;

g Rekomendasi dor Perhubungan Udara ;
h. KTP/Surat keterangan domisili. B

(3) Melampirkan tjin Jokast dari Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Daerah ‘lingkat 1l

© Denpasar.,

, Pasal 3
Apabila ketentvan pasal 2 sudah terpennhi selanjutnya mengaiukan permichonan Jjin
Mendirikan Bangunan kepada Walikolamadyva Kepala Docrah Tinghat T Denpasar Cq.
Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat T Denpasar sesuai dengan  keternman
paraturan perundang-undangan - dengan persyaratan sesuai  Keputusan Walikotamadya
Kepala' Daerah Tingkat 1T Denpasar Nomor @ 702 Tahun 1993, tentang Prosedur
Permohonan’ [jin Mendirikan Rangunan (DMP) IDi Kefamadva Dacrah Tingkat 1T

Denpasar,

Fasal 4

- - i
3
. P 1 ARPPIEPY LI | ﬂ
Papgyaratan lokasi vang harus dipenule :
Tidak diperkzona 12 Kawasapr Roang Tobuka ritjau Nola scporii Sanwasn
a, - Tadak diperk h g gang 1 rijau } _
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b, Tidak diperkenankan pada Tqmp:._t: Suci T kgj@‘;asam suci dan pada permukiman
tradisional. - Cldaplon  u ¢ '

Trdak diperkenankan pada er asat-kawasan vang perlu dikonservasi,

d. Luas lahan minimal 400 N, schingea terdapat jarak dari pores tower, antena tidak

kurang dari 10.00 M. .

(s

Pasal 5
Persvaratap Bangunan '

(1).Perencanaan bangunan agar ]1.u‘a.nn}\'\mchlunhzk per cncana’konsultan perencana
vang sudah terdaliar dan dicks olch Pe 'ncunta‘n dalam hal ini Departement P.U.

(2). Hasil perencanaan baik kekuatan daya {..ﬂump, tanah maupun kekuatan struktui/rangka
batang bangunan mendapat pengesaban dari Instansi (cknis ( P.U).

(3).Pel aksana pembangunan - agar chlumuL pelaksana/kontraktor  batigunan  yang
mempunyai keahlianddasifikagi sesuai 'lhfdanﬁm:\ dan terdaflar pada Instansi yang
berwenang.

(4). Unruk menjamin keamanan sertd kenyamanan terutama pﬂda radius dilingkungannya
maka wajib menlaali kelenluan : ‘

a. Pengatvasan pclakqan-l nvmhanuunnn adalah  pengawas  vang mempunyai

I { .
keahlian/Klasifikasi \a-JlUd“‘H\u}

b. Pengatvasan chlal\sanal\an :
¢ Pada saat pelakeanaan Konstouksi;

o Sectelah konstruksi diwajibkan niplakukan pengawasan.dan pemeliharaan serta
hasilinya dilaporkan dau bila diperlukan mohon kondisi strukturirangka batang
konstruksi di cek oleh Instansi bersvenang,

{5). Mcmasang lampu isyatrat terhadap bangunan { Tower/Mcnara Anicna ) yang tingginya
melampaui 15,00 M.

Pasal 6
Retentuan Lain - Lain
1

(1).Pihak pemohon/pengusaha  wajib vncqg adakan sosialisasi kepada masyarakat di
sekitarnya dengan radius sama dengan ketinggian rencana pembangunan, baik pada saat
pra rencana, - pra konstrukst dan ccagir tah c,':p-r:asioml melalui koordinasi Aparat
Desa/Kelurahan setempat |

(2). Pihak pemohion/pengusaha wajib memeithara linghungan, .schmgga terhadap bangun -
bangunan Pemerintah (jalan, sahiran, dl') serta bangunan masyamhm baik kelompok

maupun perorangan-tetap lerjaga kelestanannya ¢

(3). Tetap sicnjalin hubungan yang hanmo:is dengan ‘masvarakat lingkungan schingga

terhindar dari hal - hal vang tidak diingini ; ]

Pasal 6

-

z\p.lbﬂ:\ karend scuaru perkemoangan siyuash dan I\On(h;l wilayah Gertd untuk memenui
hmmh’n erkembangan Koia;: “kepprusan ini dapat;ditinjan kembali sebagaimana mestinya.
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Pazal 7
. 1

Dbngun berlakunya f\cpunmmu ini, maka kelentuan vang telah ada sebelumnya vang

bertes dangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak bertaka lagi.



Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetankan,

T

by .
‘I‘.Jl.:-\‘:"\l \"ﬂ - "‘ . ™ -n . .
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Pada Tanggal : 16 Juli 1998.

WALIKOTAMADY AKEPALA DAERAH TINGKAT I DENPASAR,

. //é ToAla__—

TIKOMANG ARSANA, S.IP.




